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DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI PURBALINGGA,

bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran
daerah kabupaten Purbalingga Tahun 2004 seri A Nomor 3), maka
perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu
menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2005 dengan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 18985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan
Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



10.

199/ Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 206, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4493);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 4021) yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia



